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ABSTRAK:

CATATAN :

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib Pengelolaan
Barang Milik Kota, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara
integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam Pengelolaan Barang
Milik Kota. Barang Milik Kota merupakan kekayaan atau aset daerah yang tidak
hanya sebagai kekayaan Kota yang besar tetapi harus dikelola secara efektif dan
efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan arti dan
manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan, Kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu
membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Barang Milik Kota.
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No. 28 Tahun 1999; UU No. 3 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun
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PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007;
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KEPMENDAGRI No. 153 Tahun 2004; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN
KOTA LANGSA No. 3 Tahun 2008; QANUN KOTA LANGSA No. 4 Tahun 2008.

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,
Kedudukan,Wewenang,Tugas dan Fungsi, Perencanaan dan Pengadaan,
Penerimaan dan Penyaluran, Penggunaan, pemanfaatan, Pengamanan dan
Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi,
Ketentuan Penutup.

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 20 Februari 2013.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan  dengan
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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